
 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari hasil analisis implementasi 

kebijakan kerjasama pengelolaan parkir dalam mewujudkan Good Governance 

Parkir di Kota Solok, yakni: 

1. Penerapan prinsip–prinsip Good Governance dalam pengelolaan parkir di kota 

Solok belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan : 

a. Kelompok masyarakat setempat terlalu mendominasi dalam partisipasinya 

terhadap pengelolaan parkir akibat memiliki pola hubungan politik diantara 

kedua pihak.  

b. Masih minimnya akses layanan informasi kepada publik terkait proses 

pelaksanaan kerjasama terutama dalam pengalihan peran pemerintah kepadan 

pihak ketiga dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan 

atau kebijakan penentuan harga limit. 

c. Banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat terkait buruknya kinerja 

pelayanan parkir di Kota Solok serta merosotnya pencapaian target pendapatan 

restirbusi dari sektor parkir dari tahun ke tahun. 

d. Tidak adanya laporan pertanggung jawaban pihak pengelola terhadap 

kinerjanya baik secara keuangan maupu pelayanan. 

2. Ketidakberhasilan Implementasi Kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di 

Kota Solok berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan, yakni : 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

Hubungan politik pimpinan daerah dengan pihak pengelola sebagai tim 

sukses membentuk mata rantai kekuasaan yang absolut. Akibatnya kebijakan 

orentasi pembangunan dikotomi oleh kepentingan kekuasaan. Kepentingan 

politik menjadi dominan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir di 

kota solok, bari dari sisi Pemerintah Kota maupun masyarakat selaku pihak 

pengelola.pola kekuasaan yang diterapkan dapat dilihat dari: 

 

 



 

 

1) Akses terhadap penguasa. 

Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir di Kota Solok, 

ditemukan bahwa pihak pengelola parkir lebih menonjolkan akses identitas dan 

relasi sosial. Dapat dilihat dari bagaimana pihak pengelola yang tidak memiliki 

modal, teknologi, tenaga kerja, pengetahuan dapat ikut terlibat dalam 

pengelolaan parkir di Kota Solok. 

2) Resistensi terhadap kebijakan 

Kerjasama pengelolaan parkir di Kota Solok tidak mempertimbangkan 

situasi dan kondisi sosial masyarakat lokal. Aktivitas pengelolaan parkir 

mayoritas digeluti oleh masyarakat/pemuda pasar yang terbiasa dengan budaya 

prilaku premanisme serta diperkuat dengan adanya ikatan primordialisme 

dengan pejabat lokal, sehingga kelompok masyarakat tersebut cendrung 

melakukan perlawanan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah.   

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

Konflik kepentingan dalam pengelolaan parkir menjadi persoalan yang 

tidak pernah selesai. Ketidaktegasan pemerintah dalam menegakan aturan yang 

dilatarbelakangi pertimbangan politik mengakibatkan tidak adanya tindak 

lanjut penyelesaiannya pengaduan masyarakat terkait persoalan pelayanan 

parkir yang berujung gagalnya implementasi kerjasama pengelolaan parkir 

dalam mewujudkan Good Governance pengelolaan parkir di Kota Solok.   

c. Ketidakpatuhan dan minimya daya tanggap pelaksana 

Keberadaan pengelola parkir yang ditunjuk tanpa dilatar belakangi 

dengan kemampuan manajemen yang baik dan penguasaan terhadap peraturan 

dan hanya bermodalkan kedekatan dengan pimpinan daerah sehingga dalam 

mengelola parkir, mereka bekerja tanpa memiliki tanggungjawab yang jelas. 

Sering kali kebijakan atau aturan umum yang diterapkan cendrung dilanggar 

dengan alasan mengkaji asal usul sosial. 

d. Ketidaktransparanan pengalihan peran pemerintah ke swasta 

Proses pengalihan tersebut terlihat proses transparansi belum 

diterapkan, hal ini dapat dilihat dari sistem kerjasama dilakukan adalah 

memaksakan mekanisme penunjukan langsung dengan cara memecah objek 

kegiatan menjadi paket kecil per titik lokasi. Mekanisme penunjukan langsung 



 

 

tersebut memunculkan adanya motif kepentingan politik balas budi terdapat 

kelompok masyarakat yang berjasa sebagai tim sukses walikota dengan 

mengatur rekanan atau pihak ketiga yang akan dijadikan pengelola parkir. 

e. Ketidakefektifan kontrol Birokratik dan Politik 

Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Solok maupun DPRD masih 

lemah dalam hal kontrol dan pengawasan dan tidak mampu bersikap tegas serta 

terkesan adanya pembiaran terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak 

swasta selaku mitra dalam pengelolaan urusan pelayanan parkir.  

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil 

penelitian adalah:  

1. Dalam mewujudkan keberhasilan kerjasama pengelolaan parkir di Kota Solok, 

disarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan penerapan  

prinsip–prinsip Good Governance dalam pengelolaan parkir dengan menjaring 

partisipasi seimbang diantara pemangku kepentingan, menciptakan transparansi 

dalam kebijakan, mengefektifkan pelaksanaan program dan menjunjung rasa 

tanggngjawab dalam penyelesaian pekerjaan. 

2. Dalam mewujudkan keberhasilan kerjasama  pengelolaan parkir di Kota Solok 

baik pemerintah, swasta dan masyarakat diaharapkan memiliki visi dan tujuan 

yang sama yakni pembangunan kota kearah yang lebih baik dengan 

mengkesampingkan kepentingan politik dan kekuasaan,patuh dan tegas dalam 

menegakan aturan, mngedepankan pelayanan kepada masyarakat, transparan 

dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab. 

 


